BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

1.

BUPATI BOALEMO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Boalefnb Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan Anggararf; Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. +2013, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; -

Undang - Undang Nomor 12 Tahun'._lfi‘985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lemba}an Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia meor 3312 )
sebagaimana telah di ubah dengan ~Undéf1ng- Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perl;ibahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 téantang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negélira Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 6:2,"':; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan



Undané - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negéra Republik
Indonesia Nomor 4250); :

. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,
Tambahan Lembaran Negara Republiig Indonesia
Nomor 3899) sebagaimana telah dlubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 TahuuiéQO.AOO tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas | Undang-Undang
~ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844},

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daérah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); i

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200{} Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Républi}( Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubahAbeberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun:2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat .D'aeraifh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republ{k Indonesia
Nomor 4712); k

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan ,Laya\fnan Umum
(Lembaran Negara Republik Indone,siaf':_’;l‘ahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran N;gé.f'ra Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimanp telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4-Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340); E

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran ‘Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4579%);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2,005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemb?;tran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nf;omor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republilfc Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah dlubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); -

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan': (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695); |



21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo;' 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum
Daerah; .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 508), sebagiamana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tenfang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Boglemid Nomor 2

- Tahun 2011 tentang Pokok - Pokokf Pengelolaan

26.

Memperhatikan: 1.

Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171); -

Peraturan Daerah Kabupaten Boéleﬁib Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan Anggarafl Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 -Nomor 2 );

Keputusan Gubernur Gorontali) Nomor
322/19/1X/2013 Tentang Evaluasi' Ata$ Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten - Boqlejﬁo Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan DaﬁgBéianja Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun Anggar-an"" "2013 Dan
Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan



Menetapkan

Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran
2013; o

. Keputusan Dewan Perwakilan Rakfy;at Daerah

Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun _2013 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyét Daerah
Kabupaten Boalemo Atas Rancangéﬁ:. Peraturan
Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanjfa Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran dan Rancangan
Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel'ianja Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2@13 Menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo. i

MEMUTUSKAN .
PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri

atas :

1. Pendapatan terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah :

1) Semula Rp. 26.078.770.500,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 4.303.000.000,-
Jumlah Pendapatan asli daerah
setelah Perubahan : Rp. 30.381.770.500,-
b. Dana perimbangan
1) Semula Rp. 428.136.547.409,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. -
Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 428.136.547.409,-
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah '

1) Semula Rp. 24.386.917.160,-

2) Bertambah/ berkurang Rp. 12.384.638.328,-
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah | - :
setelah Perubahan Rp. 36.771.555.488,-

Jumlah Pendapatan Setalah
Perubahan Rp. 495,289,873,397,-



2. Belanja terdiri dari :
1. Belanja tidak langsung :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 220.905.468.851,-
2) Bertambah/berkurang Rp. 4.411.941.422,-
Jumlah Belanja pegawai
setelah perubahan : Rp. 225.317.410.273,-
b. Belanja subsidi ,
1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. (1.000.000.000,-)
Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan : Rp. -
c. Belanja hibah :
1) Semula Rp. 4.993.300.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp 3.244.900.000,-
Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp 8.238.200.000,-
d. Belanja bantuan sosial: ‘
1) Semula Rp. 100.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. -
Jumlah belanja Bantuan sosial ’
setelah perubahan Rp. 100.000.000,-

e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota
& Pemerintah Desa :
1) Semula Rp. 16.574.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. -
Jumlah belanja bantuan keuangan '

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemenntahan Desa

setelah perubahan Rp. 16.574.000.000,-
f. Belanja tidak terduga Lo
1) Semula Rp. 1.300.000.000.-
2) Bertambah/ berkurang Rp. (1.000.000.000,-)
Jumlah belanja tidak terduga s
setelah Perubahan Rp. 300.000.000,-
g. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik ;
1) Semula Rp.  515.800.000.-
2) Bertambah/ berkurang Rp. - 'i
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada partal politik
setelah perubahan : Rp. 515,800.000,—

Jumlah Belanja Tidak Langsung RS
Setelah Perubahan Rp. 251.045,410.273,-



2. Belanja langsung :
a. Belanja pegawai :
| 1) Semula
2) Bertambah/berkurang
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan :
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan
c. Belanja modal
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah belanja modal
setelah perubahan :
Jumlah Belanja Langsung Setelah

Perubahan
Total Belanja Setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan

3. Pembiayaan terdiri dari :
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah penerimaan
setelah perubahan :
b. Pengeluaran
1). Semula
2). Bertambah/ berkurang
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan
Jumlah Pembiayan Netto Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan

Rp.

24.387.485.302,-

Rp.

Rp.

252.436.204 -
24,639,921,506,-

63.482.804.103,-

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp
Rp
Rp

Rp.

Rp

18.609.920.422,-
82,182,733,525,-

139.843.376.813,-
8.815.610.616,-

v,.
A
i

148,668,087,429,-

. 255,481,642,460,-
. 506,527,052,733,-
. ( 11,237,179,336,-)

500.000.000,-

16.737.179.336,-

Rp. 17.237.179.336,-

Rp.
Rp.

6.000.000.000.-

Rp.

6.000.000.000,-

Rp.

Rp.

11,237,179,336



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan péngundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamputa
eptember 2013

Di undangkan di Tilamuta
Pada tanggal 16 September 2013

Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 004

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOBi_I,OR Y3z )



